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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan
1502/Pis.Sus/2022/PN.TNG/19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya
tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku pasif. Tindak pidana pencucian
uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menyembunyikan darimana asal-usul
dana yang telah diperoleh secara tidak sah melalui berbagai kegiatan illegal atau
melawan hukum agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah dan tidak
mencurigakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan
pertimbangan hakim dalam menilai pelaku pasif pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537
K/Pid.Sus/2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pasif pada
tindak pidana pencucian uang dijerat dengan menggunakan undang-undang nomor 8
tahun 2010 dengan Pasal 5 ayat (1). Pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut yaitu
pada Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
537 K/Pid.Sus/2014 bahwa pelaku pasif dapat dikatakan mampu dan harus
bertanggungjawab akibat karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010. Pada kedua putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pelaku atas
nama Rudiyanto Pei dan putusan kedua atas nama Mardiana dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai perbuatan tindak pidana pencucian
uang sebagai pelaku pasif.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada suatu ketentuan yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang merupakan terjemahan dari WvS yang juga masih menganut asas
umum bahwa suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia
(naturiljke persoon) sehingga badan hukum (rechtpersoon) tidaklah berlaku dalam
hukum pidana. Akan tetapi, dengan berkembangnya beberapa peraturan di
Indonesia, peraturan di luar KUHP telah menyimpang dari asas umum dalam
KUHP itu sendiri.

Berbicara mengenai Peraturan Perundang-undangan yang diatur diluar
dalam KUHP, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
tindak pidana di luar KUHP yaitu Tindak Pidana Korupsi dan TPPU.! Tindak
Pidana Korupsi dan TPPU adalah 2 (dua) tindak pidana yang seringkali muncul
dalam pemberitaan mengenai kasus tindak pidana di Indonesia.

Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU adalah Tindak Pidana
Korupsi dilakukan oleh seseorang yang sedang memegang kekuasan dalam suatu
organisasi ataupun pemerintahan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya
untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Sementara itu, TPPU adalah

Tindakan pidana yang berkaitan dengan pencucian uang hasil dari suatu

! Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. (Bandung; Books Terrace and
Library, 2007), him. 43.



kejahatan.? TPPU sendiri adalah kejahatan dengan menyembunyikan darimana

asal-usul dana yang

2 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teroris, Praktik dan
Masalahnya), (Bandung; PT. Alumni, 2007), hlm. 3.



telah diperoleh secara tidak sah melalui berbagai kegiatan illegal.®

Tujuannya adalah untuk menyamarkan sumber dana tersebut agar terlihat seperti

berasal dari sumber yang sah dan tidak mencurigakan.

Indonesia sendiri memiliki pengaturan tentang TPPU uang yang pada

awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU, yang

kemudian Undang-Undang ini di di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 25

tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002

tentang TPPU. Kembali dilakukannya perubahan menjadi Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.*

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur juga bahwa:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjaka, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan yang
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau patut menyamarkan asal-usul harta kekayaan
dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,

dan Kepailitan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), him. 17.

hlm. 13.

4 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khsusus, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004),



Sebagaimana juga disebutkan juga penjelasan dari pelaku pasif pada TPPU
sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif, adapun
definisi dari Pelaku Pasif dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu sebagai
berikut:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).®

Berdasarkan konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai
pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana
tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk
melakukan transaksi.®

TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang berasal dari ratifikasi
perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara anggota yang tergabung
di dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),” Ditegaskan
kembali bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan upaya para pelaku

kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang merupakan hasil kegiatan

% Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, Nomor 8 Tahun 2010, Ps 5 ayat 1.

® Patricia Rinwigati, Menjangkau Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Alternatif
Penyelesaian Pelanggaran HAM, dalam Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi, Eksplorasi
Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, ed. Ifdhal Kasim, (Jakarta: Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat, 2016), hlm. 164

" Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :Perspektif Hukum
Progresif, (Yogyakarta; Thafa Media, 2015), hlm 69-71.



melawan hukum, sehingga harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah
tersebut tampak sah.®
Dalam konteks tersendiri, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan konsep
pencucian uang sebagai proses yang dilakukan oleh suatu badan dengan
menggunakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal, dengan maksud
untuk mengaburkan dan menyembunyikan sumber dana oleh badan pemerintah
atau badan yang berwenang untuk berbagai tindak pidana prosedural, khususnya
yang melibatkan transaksi keuangan dalam sistem keuangan, untuk memastikan
bahwa dana tersebut selanjutnya dapat diedarkan oleh sistem keuangan sebagai
mata uang yang sah.’
Unsur dari tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal-
Pasal yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang
termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang adalah:
a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun kooperatif dan personal
pengendali korporasi,
b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

8 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

® Yunus Husein, Negeri sang Pencuci Uang, (Jakarta; Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008),
hlm. 9



kejahatan pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2010;

c. Menguasai atau menerima, memindahtangankan, melakukan pembayaran,
memberikan  hibah, sumbangan, penitipan, menukarkan, atau
memanfaatkan harta benda yang diketahui atau patut diduganya oleh
seseorang berasal dari kegiatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

d. Bermaksud menyembunyikan harta benda yang diketahui atau patut
diduganya berasal dari kegiatan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Secara garis besar, pencucian uang mengacu pada proses atau tindakan
yang dilakukan untuk menyembunyikan sumber dana atau aset yang diperoleh
melalui kegiatan kriminal, sehingga mengubahnya menjadi aset yang seolah-olah
berasal dari upaya yang sah.® Melihat beberapa penjelasan di atas, maka dapat
dijelaskan pula bahwa pembeda antara pelaku aktif dan pelaku pasif tidak jauh
berbeda hanya saja aktif adalah pelaku yang melakukan kejahatan untuk
menghilangkan jejak darimana asal usul uang yang diambil dari hasil kejahatan,
sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang turut serta untuk melancarkan aksi
dari pelaku aktif untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pada permasalahan yang pernah terjadi, pelaku pasif seringkali tidak
mengetahui uang yang telah diberikan oleh pelaku dari tindak pidana pencucian

uang. pelaku pasif tetap dijadikan sebagai pelaku yang turut serta sebagai akibat

10 1pid.



dari penerimaan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana
pencucian uang. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal-pasal di atas, yaitu pada
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun untuk menguatkan penelitian ini, maka diambil satu kasus yang
pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pada Putusan
No.19/PID.SUS/2023/PT.BTN dimana pelaku aktif dari tindak pidana pencucian
uang yang bernama indra kusuma yaitu merupakan seorang influencer dunia
trading yang menjadi pelaku tindak pidana pencucian uvang terkait dengan aplikasi
trading binomo. Dilaporkan pada tanggal 3 Februari 2022 dan ditetapkan menjadi
tersangka pada tanggal 24 Februari 2022.1! Hasil dari pencucian uang tersebut,
hasil kejahatan tersebut diberikan atau mentransfer uang tersebut kepada keluarga
dan kekasihnya, Adapun orang-orang yang menerima uang hasil kejahatan Indra
Kesuma adalah sebagai berikut:?

a. Ibu terdakwa dengan total Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

b. Bapak terdakwa dengan total Rp. 528.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh
Delapan Juta Rupiah);

c. Nathania Kesuma, adik terdakwa dengan total Sembilan Miliar Rupiah;

d. Vanessa Khong, kekasih terdakwa dengan total Satu Miliar Rupiah;

1 Detik.com, Jejak Indrakenz Berujung Vonis 10 tahun Bui dan Aset Dirampas Negara,
diakses di Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara -

Halaman 3 (detik.com), pada tanggal 9 Juli 2023.
12 Ibid.



https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/3
https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/3

e. Rudiyanto Pei, Ayah Vanessa Khong dengan total Satu Miliar Lima Ratus

Juta Rupiah.B

Pelaku Indra Kesuma alias Indra Kenz ini juga mengirimkan uang kepada
Rudiyanto Pei sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Ribu
Rupiah), yang kemudian ditarik tunai oleh Vanessa Khong kemudian diserahkan
kepada Rudiyanto Pei. Maka dari kelima orang yang menerima uang dari Indra
Kesuma,'* maka dapat dikatakan sebagai pelaku pasif. Rudiyanto Pei merupakan
seorang Ayah dari Kekasih Indra Kesuma alias Indra Kenz diputus oleh
Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1502/Pid.Sus/2022/PN.Tng, tertanggal 11
Januari 2023, dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Pada putusan pertamanya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri
1502/P1d.Sus/2022/PN.Tng diputus dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 5
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dipenjara dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani, dan denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri 1502/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas
nama Rudiyanto Pei merupakan pelaku pasif sebagaimana penjelasan yang telah

dijelaskan di atas bahwa pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang

13 Detik.com, Jejak Indrakenz Berujung Vonis 10 tahun Bui dan Aset Dirampas Negara,
diakses di Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara -

Halaman 3 (detik.com), pada tanggal 9 Juli 2023.
14 Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 9/Pid.Sus/2023/PT.Btn.



https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/3
https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/3

merupakan pelaku yang ikut dalam menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku aktif pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah dilakukan
oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz.®®

Sebagai perbandingan yang terjadi pada tahun 2013, adalah kasus
pencucian uang oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik
Indonesia, Djoko Susilo (selanjutnya disebut DS). DS ditetapkan sebagai
tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek
simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.!® Pada kasus
tersebut, KPK menjerat DS dengan pasal 3 dan atas pasal 4 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. DS disebutkan
menyamarkan, mengubah bentuk atau menyembunyikan harta kekayaannya yang
diduga berasal dari hasil korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara
mencapai 100 miliar. Selain itu, KPK juga menjelaskan bahwa terdapat aset yang
dialihkan atas nama istri-istri DS. Istri-istri DS diduga ikut mengetahui serta
menguasai aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.t’

Keterlibatan istri sebagai pelaku pasif dapat dikaitkan dengan reaksi
psikologis dan kesadaran individu terhadap tindakan tersebut. Salah satu elemen
terpenting dalam proses perikatan pidana adalah bagaimana proses psikologis

pelaku dapat dicapai tanpa menderita rasa bersalah bagi pelaku tersebut.®

15 Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banten.... Ibid.

16 Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014

17 Hengky W. Zantoro, Membangun Demokrasi di Atas Kepentingan Rakyat, Vol. 32,
Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 88.

18 Patricia Rinwigati, Menjangkau Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Alternatif
Penyelesaian Pelanggaran HAM, dalam Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi, Eksplorasi
Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, ed. Ifdhal Kasim, (Jakarta: Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat, 2016), hlm. 164.



Pertanggungjawaban TPPU dalam status pasif atas nama Rudiyanto Pei
pada putusan pertama dan istri dari pelaku aktif tindak pidana pencucian uang
pada putusan kedua adalah bentuk kesalahan secara sadar atau dikenal dengan
istilah dolus. Dari penjabaran delik kesalahan atau dolus maka kategori dari
pelaku pasif adalah pelaku yang secara sadar atas perbuatannya dengan menerima
hasil dari perbuatan kejahatan yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Maka dari itu menarik untuk melihat Apa pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku pasif dalam perkara pencucian uang berdasarkan pertimbangan hakim
dalam putusannya yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak
pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
19/P1d.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537
K/Pid.Sus/2014?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pasif tindak pidana
pencucian uang pada pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537
K/Pid.Sus/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan
Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku
pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi
Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian pada penelitian skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan manfaat secara teoritis untuk memberikan pandangan

terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku pasif pada Tindak Pidana
Pencucian Uang. Serta penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan
wawasan kepada para pembaca khususnya para penegak hukum, praktisi hukum
dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian sejenis terkait
dengan Pelaku Pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini di harapkan berguna untuk memperluas

wawasan para pembaca penelitian ini, dengan membaca penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan wawasan untuk para pembaca mengenai
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penanganan tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif. Begitu juga untuk
memberikan manfaat untuk sumber penelitian berikutnya.
. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini maka memfokuskan pembahasan
mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif pada tindak pidana
pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537
K/Pid.Sus/2014.
. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada penjelasan dan istilahnya, pertanggungjawaban pidana disebut juga
dengan Teorekenbaardheid atau juga dikenal dengan istilah Criminal
Responsibility Peran utama seorang hakim adalah memberikan putusan atas
perkara yang disidangkan, khususnya dalam perkara pidana, yang mana hal ini
terkait dengan asas praduga tak bersalah. Prinsip ini pada hakekatnya menyatakan
bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti hanya jika didukung
oleh bukti yang cukup. Selain itu, bukti dievaluasi berdasarkan kebijaksanaan
hakim berdasarkan penilaian moral yang sehat, sebagaimana ditentukan oleh
hukum..*®

Pertanggungjawaban pidana untuk seseorang yang telah bertindak
berlawanan dengan Undang-Undang yang telah diatur, dan telah memenuhi unsur-

unsur  sebagaimana  telah  diaturnya.’® Adapun unsur-unsur  dalam

19 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 222.
20 Jbid., him. 223.
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pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut, hal ini didasarkan oleh yang
diberikan oleh Romli, yaitu:%!
a. Mampu Bertanggungjawab
Menurut Pasal 44 KUHP, Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang yang
tidak dapat dikenai pidana adalah orang yang melakukan suatu pelanggaran tetapi
tidak mempunyai kemampuan mental atau menderita gangguan jiwa, yang
disebabkan oleh cacat organ dalam atau gangguan perkembangan.??
b. Kesalahan
Tanggung jawab timbul ketika suatu tindakan, baik disengaja atau karena
kelalaian, mengarah pada situasi atau hasil yang dilarang oleh hukum pidana dan

3 Adapun kesalahan menurut Topo Santoso?

memerlukan akuntabilitas.?
menjelaskan bahwa dapat di pidananya Sekadar terlibat dalam tindakan yang
melanggar hukum atau dianggap melanggar hukum saja tidaklah cukup. Oleh
karena itu, definisi delik dalam kerangka hukum tidak mempunyai justifikasi
karena tidak memenuhi kriteria penuntutan pidana.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, Mengingat
pelanggaran dari sudut pandang masyarakat. Jadi, menurut perspektif ini,
hukuman bergantung pada dua faktor: adanya suatu tindakan yang bertentangan

dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

2L Romli Atasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung; Mandar
Maju, 2001), hlm. 64.

22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), him. 165.

23 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta;
Djambatan, 2004), hlm. 45.

24 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana: Dilengkapi Uraian KUHP Nasional,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 13.



13

Hubungan antara pelaku dan tindakannya ditentukan oleh kapasitas
akuntabilitas individu. Alasan pembebasan dari tuduhan mencakup pengampunan
terhadap pelaku, artinya individu tersebut tidak dapat disalahkan atau dianggap
tidak bersalah atau dibebaskan dari tanggung jawab, meskipun tindakannya
melanggar hukum.?®

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu
seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak, pada Pasal 48 KUHP tentang
Daya Paksa (Overmacht), Pasal 49 ayat 2 KUHP membahas pembelaan diri yang
berlebihan. Menurut teori Pompe, hubungan antara aktor dengan tindakannya
dimaknai melalui kacamata kemauan, dimana kesalahan aktor dianggap sebagai

komponen kemauannya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang penting dalam
menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung suatu keadilan (ex aequo
et bono) dan mengandung nilai kepastian hukum, disamping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.?®

Hakim untuk melakukan putusan hakim puncaknya dari suatu perkara
adalah memberikan keputusannya yang dimana harus mengenai hal-hal sebagai

berikut, yaitu:

% Zainal Abidin, Loc. Cit.,, hlm. 245.
% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2004), him. 140.
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1) Putusan atas kejadian tersebut, yang menentukan apakah terdakwa
terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan.

2) Putusan mengenai sahnya, menilai apakah perbuatan yang
dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah
terdakwa bersalah dan dapat dikenai hukuman.

3) Putusan atas pelanggaran, menentukan apakah terdakwa layak

menerima hukuman.?’

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa:

Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, didakwa, atau dihadirkan
di sidang pengadilan, dianggap tidak bersalah sampai ada putusan
pengadilan, dan kesalahannya dinyatakan secara resmi dengan kuasa
hukum yang tetap.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang ini.

Setiap putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum apabila
disampaikan pada sidang umum. Agar putusan hakim sah, harus memenuhi

dua syarat, yaitu memenuhi syarat wajib dan disampaikan dalam sidang

27 Ibid.
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terbuka. Hakim harus mematuhi persyaratan ini dalam setiap proses
pengambilan keputusan. Tata cara pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1

KUHAP yang mengatur :

Ketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas kejahatan yang
dituduhkan, hukuman kemudian dijatuhkan. Seorang hakim harus
menjaga ketidakberpihakan dan memperlakukan semua orang secara
setara selama persidangan, tidak memihak pihak mana pun.

Peran utama seorang hakim adalah memberikan putusan atas perkara
yang disidangkan, khususnya dalam perkara pidana, yang mana hal ini terkait
dengan asas praduga tak bersalah. Prinsip ini pada hakekatnya menyatakan
bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti hanya jika
didukung oleh bukti yang cukup. Selain itu, bukti dievaluasi berdasarkan
kebijaksanaan hakim berdasarkan penilaian moral yang sehat, sebagaimana
ditentukan oleh hukum.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengna metode penelitian hukum normatif-yuridis,
berupa penelitian kepustakaan (/ibrary research) yang didukung dengan putusan
yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sebagai bahan pada penelitian ini
untuk mendukung studi kepustakaan. Mengadakan studi penelahaan terhadap
buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan, yang ada
hubungannya dengna masalah yang dipecahkannya.?®

2. Pendekatan Penelitian

28 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung; Alumni, 2014), hlm 74
2 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 27.
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan hukum meliputi penelaahan terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang
dibicarakan.*
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pembenaran hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan
mencerminkan peristiwa dan kasus yang terjadi dalam konteks
masyarakat.3!
3. Sumber dan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;?
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP);*
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;**
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;*®

b. Bahan Hukum Sekunder

% Joni Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3., (Malang:
Bayumedia Publishing, 2015), him. 302.

31 Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: GP Press Group, 2013),
hlm. 28.

32 Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, Lembaran Negara
1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

33 Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981, Lembaran Negara
1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

34 Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023, Lembaran Negara
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

% Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010, Lembaran Negara
2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
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Merupakan bahan yang memiliki substansi relevan dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum
primer, antara jurnal dan internet.%
c¢. Bahan Hukum Tersier
Sumber hukum tersier mencakup materi yang memberikan pedoman dan
klarifikasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Ini mungkin
termasuk ensiklopedia, kamus standar, dan kamus hukum khusus.*’
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Karena penelitian ini berkonsentrasi pada data sekunder, maka metode
yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan
penelitian kepustakaan,®® Hal ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum
antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, tinjauan putusan
pengadilan, berbagai literatur, temuan penelitian, dan pemanfaatan teknologi
39

informasi untuk penelusuran.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif melibatkan pengolahan bahan hukum tertulis
secara sistematis. Sistematisasi memerlukan pengkategorian bahan hukum untuk
menyederhanakan analisis dan pekerjaan konstruksi.*® Dalam penelitian hukum
normatif, analisis data berarti mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif data

yang diperoleh, yang tidak dapat diukur. Bahan hukum diteliti, dibahas, dan

% Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.154.

37 Ibid.

38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

% Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hIm. 154.

40 Marzuki, Op. Cit., hlm. 40.
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dikategorikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah lebih lanjut menjadi
data informasi.*!

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam tesis ini, penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif, yang
melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan bukti yang
bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya
mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta.

Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau  hipotesis.

4 1pid.
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